KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 14 Batang 51216
Telepon (0285) 391053; Faksimili (0285) 391053
Website: www.batang.kemenag.go.id

Nomor : $476/Kk.11.25/1/HM.00/9/2021 Batang, 1 September 2021
Sifat . Rahasia

Lampiran -

Hal : Menanggapi Pengaduan Masyarakat

Melalui Lapor Gub. Lokasi Kab. Batang Kec. Bandar
Desa Tambahrejo Tanggal 09-09-2021 11:58

Kepada Yth.
Gubernur Jawa Tengah

Di -

Semarang

Assalamu’alaimum. Wr.Wb

Berdasarkan Pengaduan masyarakat melalui lapor Gub lokasi Kabupaten Batang

Kecamatan Bandar Desa Tambahrejo tanggal 09 September 2021,

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Batang memberikan tenggapan sebagai berikut :

<

Menanggapi ketidakhadiran penghulu pada akad nikah Calon Pengantin atas nama
Mohamad Royali dengan Mila Fiana di Dukuh Wrage Desa Tambahrejo pada
tanggal 12 Juli 2021 disebabkan karena tidak bersedia memenubhi syarat swab
antigen sesuai surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor :
P-002/DJ.1II/HK.007/07/2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan nikah pada Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam Ketentuan Khusus poin 7 Calon Pengantin,
Wali nikah dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil
negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad
nikah. SE tersebut Ditetapkan di Jakarta tanggal 11 Juli 2021. Jadi demi
mengutamakan kesehatan maka sesuai SE tersebut Calon Pengantin, Wali Nikah
dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dengan bukti hasil negatif dengan
swab antigen;

Bahwa ketidakhadiran Penghulu sudah dilengkapi dengan surat Keterangan
Penundaan Pelaksanaan akad nikah dari KUA sebagaimana terlampir, memenubhi
SE tersebut;

SE ini berlaku untuk semua Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan seluruh
Indonesia. Jadi untuk KUA Kecamatan lain juga akan menggunakan dasar yang
sama dalam pelaksanaan akad nikah:



1

4. Mengenai Swab bagi calon pengantin Kementerian Agama telah berkoordinasi
dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dan hasilnya sesuai surat dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang bahwa Swab untuk Calon pengantin gratis dan bagi
wali dan 2 (dua) orang saksi masih berbayar;

5. Untuk pelaksanaan akad nikah masih bisa dilaksanakan dengan syarat hasil swab
dari Pihak Calon Pengantin Perempuan, calon pengantin pria, wali nikah dan 2
(dua) orang saksi jadi pelaksanaan nikah tidak dibatalkan tapi ditunda sampai
syarat tersebut terpenuhi.

Demikian disampaikan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Tembusan :
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Jateng
C.q. Ka.Subbag. Kepegawaian dan Hukum
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Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Up. 1.
2.
3.
4,
5.

Kepala Bidang Bimas Islam;

Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam;

Kepala Bidang Urusan Agama Islam;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: P-002/DJ.III/Hk.007/07 /2021
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT

(PPKM) DARURAT

A. Pendahuluan

1.

Mencermati perkembangan kasus kumulatif Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) yang semakin meningkat terutama di berbagai
daerah dengan asesmen situasi pandemi level 4 dan level 3 di Pulau
Jawa dan Bali;

- Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021

tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian
Agama Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019; dan

. Mengingat layanan nikah merupakan salah satu layanan pemerintah

sektor esensial, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Layanan Nikah
Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

B. Maksud dan Tujuan
Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah COVID-19 dan
melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan
layanan nikah.

C. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan nikah pada masa PPKM
Darurat dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Agama
Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

D. Dasar

1.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan
Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1118);

w: silahkan scan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,

QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https:i/tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https:/itte.kemenag.go.id/

1
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2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem
Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Pada Masa
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Corona Virus Disease 2019; dan

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus
Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

E. Ketentuan Umum

Ketentuan umum pelayanan nikah sebagai berikut:

1. Pelayanan Nikah pada KUA Kecamatan selama masa pandemi COVID-
19 maupun disaat pemberlakuan PPKM Darurat berpedoman pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. KUA Kecamatan di wilayah yang tidak memberlakukan PPKM Darurat
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-
006/DJ.III/Hk.007/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju
Masyarakat Produktif Aman COVID.

F. Ketentuan Khusus

KUA di wilayah yang memberlakukan PPKM Darurat sesuai dengan

penetapan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, berlaku

ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai KUA Kecamatan yang bekerja di kantor (Work From
Office) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah pegawai;

2. Waktu layanan KUA Kecamatan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 waktu
setempat;

3. Layanan pendaftaran nikah hanya dapat dilakukan secara online
melalui situs simkah.kemenag.go.id;

4. Pendaftaran nikah untuk pelaksanaan akad nikah tanggal 3 s.d. 20 Juli
2021 ditiadakan;

5. Pelaksanaan akad nikah pada masa PPKM Darurat hanya bagi calon
pengantin yang telah mendaftar sebelum tanggal 3 Juli 2021 dan telah
melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;

6. Calon pengantin yang telah melakukan pendaftaran nikah secara
online wajib segera menyampaikan seluruh dokumen persyaratan
nikah kepada petugas KUA Kecamatan;

7. Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi
sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku
minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah;

8. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau
di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang;

9. Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan
atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas
ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;

10. Pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang
ketat;

11. Pihak calon pengantin menandatangani surat pernyataan kes anggupan
mematuhi protokol kesehatan bermaterai cukup sebagaimana form
terlampir;

El.. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte kemenag.go.id atau kunjungi halaman hitps:/itte.kemenag.go.id/

i
L Token : T2bPO2
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12. Dalam hal protokol kesehatan tidak dapat terpenuhi, Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu dapat menunda/membatalkan pelaksanaan
akad nikah disertai alasannya secara tertulis sebagaimana form
terlampir;

13. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk memastikan
keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan nikah;

14. Kepala KUA Kecamatan menerbitkan Surat Tugas bagi Penghulu yang
akan bertugas melaksanakan pelayanan akad nikah; dan

15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan
pengendalian pelaksanaan Surat Edaran ini dengan sungguh-sungguh.

G. Penutup

1. Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab pada masa PPKM Darurat tanggal 3 — 20 Juli 202 3

2. Surat Edaran ini dinyatakan tetap berlaku apabila PPKM Darurat
diperpanjang; dan

3. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor P-
001/DJ.111/Hk.007/07 /2021 tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah
Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2021

Direktur Jenderal,

Kamaruddin Amin

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama; dan
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

o Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitikan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,

silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat hittps:/itte kemenag.go.id atau kunjungi halaman https://tte.kemenag.go.id/

»£F Token : T2bPO2



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR: P-002/DJ.III/Hk.007 /07 /2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Pernyataan Kesanggupan Catin Mematuhi Protokol Kesehatan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

CALON SUAMI/ISTRI

Nama T e R e T R s S ey A e
NIK TS
Tempat, Tanggal lahir R R S R A S R e R
Pekerjaan e T s e e R s e nreeea s n s ey e e R e e S
Alamat 3 e B R R G R S S T e
CALON ISTRI/SUAMI

Nama T R R R B A R R R R A
NIK i R Th i ol A s mrm e s s s i BN A
Tempat, Tanggal lahir D I R RS R N S A S S R S
Pekerjaan L e A g e E o S oA TP isn s nrn b e e s meaan s agaab SRS RN S LB H S
Alamat e R R R T S e R B S

Rencana pelaksanaan nikah pada

Hari N e e S R s S e S T T s b h e marmst et e
Tanggal B A ST
Jam R T o S TSR S b cmm e e e o wo R AR CSS

Dengan ini kami menyatakan kesanggupan mematuhi Protokol Kesehatan selama
pelaksanaan akad nikah sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila
pelaksanaan akad nikah melanggar protokol kesehatan kami siap menanggung segala
konsekuensi dan risikonya.

............ ,---- Juli 2021

calon istri calon suami

materai
Rp. 10.000

(nama lengkap) (nama lengkap)




LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR: P-002/DJ.III/Hk.007/07 /2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA
(KUA) KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Form Surat Keterangan Penundaan /Pembatalan Pelaksanaan Akad Nikah Pada
Masa PPKM Darurat

KOP SURAT KUA KECAMATAN

SURAT KETERANGAN
PENUNDAAN/PEMBATALAN PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama e VU
NIP e
Jabatan R T e e e R R S
KUA Kecamatan L T

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-
002/DJ.1III/Hk.00.7 /07 /2021 tentang Petunjuk Teknis layanan Nikah Pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Masa PPKM Darurat, menyatakan menunda/ membatalkan
pelaksanaan akad nikah basangan calon pengantin atas nama:

Calon Suami i P—————————————————

Calon Istri RSN S e e e S S b e s e s

Wali Nikah R

Tanggal Akad Nikah et s e e s s e eranaba s bR ettt s e s

Tempat s e e e e

Dengan alasan (lingkari yang sesuai):

1. Peserta prosesi akad nikah tidak menggunakan masker.

2. Pihak Catin/Wali/Saksi tidak menggunakan sarung tangan.

3. Pihak Catin/Wali/Saksi belum melakukan Swab Antigen.

4. Peserta prosesi akad nikah di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri lebih dari 6
(enam) orang,

S. Peserta prosesi akad nikah di gedung pertemuan atau hotel dihadiri lebih dari 30
(tiga puluh) orang.

Kepada para pihak tetap diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang
pelaksanaan prosesi akad nikah dengan ketentuan menaati protokol kesehatan dan
persyaratan jumlah peserta prosesi akad nikah.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar menjadi perhatian dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

............... , ... Juli 2021
Yang menyatakan,
Kepala KUA Kecamatan/ Penghulu

Tembusan:
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya,
silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://tte.kemenag.go.id atau kunjungi halaman https /itte kemenag.go.id/

1
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INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR P-001/DJ.I1I/Hk.007/07/2021
TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN NIKAH PADA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 DAN LEVEL 3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tentang Pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tanggal 3 s.d. 20 Juli 2021
yang dilanjutkan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level
4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali tanggal 26
Juli s.d. 2 Agustus 2021 dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. 1. Kepala Bidang Bimas Islam;
2. Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam;
3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota; dan
S. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Seluruh Indonesia.

Untuk

KESATU : Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Nomor: P—OOQ/DJ.III[Hk.OO?/O?/QOQl tentang Petunjuk
Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Masa Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat masih relevan dan dapat
diberlakukan,

KEDUA : Berdasarkan fakta di lapangan bahwa swab test (tes usap)

KETIGA : Kepala KUA Kecamatan tetap melaksanakan layanan pencatatan
nikah sesuai norma dan ketentuan sebagaimana diatur dalam

Nomor: P-002/DJ.11/ Hk.007/07 /2021 Tentang Petunjuk Teknis
Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat.

R
}‘:n Token : edkoCW
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KEENAM
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Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan, Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu berkoordinasi dengan Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing untuk
memastikan keamanan dan ketertiban pelaksanaan layanan
nikah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Instruksi ini dengan
penuh tanggung jawab.
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL,

[ AR
~

KAMARUDDIN AMIN




